
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~() 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcnturu; 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undungnn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.20 I I 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majcli s 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakv.rt , 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa kilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI .BOLAANG MONGONDOW, 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

NO MOR 3 TAHUN 2017 

.::-·:. 
\~·": 



1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

DaJam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuc..l dcngan: 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTU/\N UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK Kl~U/\NG/\N DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA !)!•:WAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

Dengan Perset:ujuan Bersama 

. ~ 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnbarnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sclmgai1rn111:1 

telah diubah beberapa kaJi t.cra.khir dcngan Und.111g­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahnn l\ccl11n 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,.:i tc111:111g 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgar» l~cpul>lik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbnhan Lc111l>;1r;111 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahu n 2017 tc11t;111g 

Hak Keuangan dan Administrat:if Pimpinan dan Anggot» 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6057); 

7. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tcntang Pernbent.ukun Produk Hukum Daerah (Bcrit» 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tcntang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

ScrU.1 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Opcrasional (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 



1. uang representasi; 

(1) Penghasilan Pim pinan dan Anggota DPRD terdiri atas 
penghasilan yang pajakriya dibebankan pada: 

a. APBD, meliputi: 

Pasal 2 

Pcnghasilan Pimpinan clan Anggota DPRD 

. Bagian Kcsatu 

HJ\13 II 

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESKJAHTERAAN, DAN UANG JASA 
PENGJ\BDIAN PIMPINJ\N DAN ANGGOTA DPRD 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan 
Pemerint:ah Dacrah yang disetujui oleh DPRD clan 
ditetapkan dengan Pcraturan Daerah. 

11. Rumah Negara adalah bangunan yang rlimiliki l1<'11wri11l,1'1 
Daerah dan berlungsi scbaga] t.cmpat. t.inggr1I atuu ln111i,111 
clan sarana pcmbinaan kcluarga sorta mcnu nj.uu; 
pelaksanaan tugas jabatan. 

10. Sekretaris DPl~D adalah pejabn: ymig 11H·111i111pi11 
Sekret:ariat: DPf~D. 

9. Sekretariat: DPRD adalah Sekretariat DJ>l~I) 1..:n1>11 p;i 1<·11 
Bolaang Mongonclow. 

8. Alat Kelengkapan Lain adalah panitia khu sus y;111g 
dibentuk melalui rapat paripurna. 

7. Alat Kelengkapan adalah aJat kelengkapan DP!~!) u nt u k 
rnelaksanakan fungsi dan t.ugas DPRD. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang mcmcgaug 
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah J\nggota DPRD Kabupatcn I 3olrnlllg 
Mongondow. 

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnvn 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dacrah 
Kabupaten Bolaang Mogondow. 

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 



(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan 
tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai 
aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan bcra s 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada 
Pim pin an dan Anggota D PRD. 

Pasal 4 

(4) Uang representasi Anggota DPRD scbcsar 75% (( ujul: 
puluh lima persen) dari uang representasi Kct.ua UPRD. 

(3) Uang rcpresentasi Wakil Ketua DPRD scbcsnr 8ocx, 
(delapan puluh persen) dari uang rcprcscn I c1si Kcl un 
DPRD. 

(2) Uang representasi Ketua DPRD sctara dcngan ga.11 
pokok Bupati. 

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasul 
2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kcpada 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal 3 

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. tunjangan reses. 

1. tunjangan komunikasi intensif; dan 

6. tunjangan Alat Kelengkapan; dan 

7. tunjangan Alat Kelengkapan Lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, 
rneliputi: 

5. tunjangan jabatan; 

4. uang paket; 

2. tunjangan keluarga; 

3. tunjangan beras; 



(3) Tu njangan komu nikasi int.cn sif clan tu njangnn 1-cscs 
dibcrikan sesuai dcngan kcmampuan kcuangan Dncruh. 

(2) Tunjangan roses scbagaimana climaksu d dnlruu l>:1s:il .: 
ayat (1) hu ruf b angka 2 dibcrikan sctiap 111cl:1ks;111:1k;111 
reses kepada Pimpinan dun Anggotu DPl~D. 

(1) Tunjangan kornu nikasi interisif scbagaimann dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dibcrikun s('linp 
bulan untuk pcningkatan kincrja kcpacla J>i111pi11n11 cl,111 
Anggo ta D PRD. 

PHsaI 8 

(3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain scbagaimana dimnk sud 
pada ayat ( 1) clan ayat (2) diberikan sclamn /\l:ll 
Kelengkapan Lain terben tuk clan mclaksanakan I ugas. 

dari tunjangan jaba tan Ketua DPRD. 

d. anggota, sebesar 3% (tiga persen), 

c. sckretaris, sebesar 4% (ernpat persen); dan 

b. wakil ketua, sebesar 5%> (lima persen); 

a. ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen); 

(2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan Alat 
Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk 
jabatan: 

(l) Tunjangan Alat Kclcngkapan dan tunjangan Aini 
Kclcngkapan Lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
nyal (1] huruf H angka 6 dan angka 7 dibcrikan sct.i<1p 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk 
dalarn badan musyawarah, komisi, badan anggaran, 
badan pembentukan Peraturan Daerah, badan 
kchorrnatan, atau Alal Kelengkapan Lain. 

Pasal 7 

Tunjangan jabatan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 
ayat: ( 1) huruf a angka 5 diberikan set.iap bu Ian kepada 
Pimpinan dan J\nggota DPRD sebesar 145o/o (seratus cmpat 
puluh lima person) dari uang reprcscntasi yang 
bersangkutan. 

PasaJ 6 

Uang paket sebagaimana d ima ksud dalam l',1s,1l '.2 ;1y,11 (I) 
huruf a angka 4 d ibe rika n setiap bulan kcp.id» Pim pi nn n 
dan Anggota DPRD scbcsar 10<1<, (scpuluh pcrscn) cl,1ri 
uang rcprcscntasi yang bcrsangk uta n. 

Pasal S 



b. tunjangan transportasi. 

a. Rumah Negara dan pcrlcngkapannya; dan 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagairnana dimnk sud 
pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tu11j,111g:111 
ke sej ah teraan be ru pa: 

c. belanja rumah tangga. 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 

a. Rumah Negara dan perlengkapannya; 

(2) Selain tunjangan kcsejahteraan sebagaimana dimaksud 
pacla ayat ( 1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan 
kesejahteraan berupa: 

cl. pakaian clinas clan atribut. 

c. jarninan kematian; dan 

b. jarninan kccclakaan kerja; 

a. jarninan kcschatan: 

( 1) Tu njangan kesejah teraan Pimpinan dan Anggota DJ>l~D 
tcrdiri atas: 

·Pasal 9 

Bagi an Kcd ua 

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan clan Anggota DPRD 

dari uang rcprcscntas: Kctua DPl~I). 

c. rcndah, paling h,111y'"1k :1 [tiga) kali, 

b. seclang, paling hanvak S (limu) knli: d,111 

a. tinggi, paling banvak 7 (tujuh) kali; 

(5) Pemberian tunjangan komunikasi in ten sif dan tunjnngan 
reses sebagaimana climaksud pada ayat (I) dun nynt (:2) 
dilakukan dcngan ketentuan, untuk kcloiupok 
kemampuan keuangan daerah: 

(4) Kemampuan keuangan Daerah scbagaimana dirnnksud 
pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil pcrhitungnn 
atas besaran pendapata.n umum Dacrah dikurangi clcngnn 
belanja pegawai aparatur sipil negara dan discsuaikau 
dengan pengelompokan dalam ketcntuan pcraturun 
perundang-undangan. 



e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. 

c. pakaian sipi] lcngkap disediakan 2 (dua) pasang dal,1111 
5 (lima) tahun; 

cl. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 
(satu) pasang dalarn l (satu) tahun; dan 

b. pakaian sipil rcsrni disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 
(saru) tahun; 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalarn 
(satu] tahu n; 

( 1) Pakaian dinas clan atribu t Pimpinan clan Anggoia IJPl~D 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf cl 
tcrcliri alas: 

P,1sc:1I 12 

.Jarninan kccclakaan kcrju dan [arniunn k<'111:1l i:111 
sebagairnana dimaksud dnlarn Pasal C) avat (I) ln1r111' I> <1.111 
huruf c diberikan scsuai dcngan jnminan kr-cclnk.uu: k1'1:i:1 
clan jaminan kcmatian scsuui dcngau kctcru unn perut urru: 
peru ndang-u ndanga n. 

Pasal I I 

(4) Pemeriksaan kcsehatan scbagaimana dimaksud prnl;.1 aynt 
(3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun dan 
dilakukan di dalam negeri serta t.idak termasu k ist ri clrn1 
anak. 

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud p,HIH 
ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPI~D d isorl inkun 
pemeriksaan kesehatan yang bert:ujuan unt.uk 111c11gclnll11i 
status kesehatan di luar cakupan pclayanan kcschai an 
yang diberikan oleh Badan Pcnyclenggara .Iarninan Sosi:ll 
Kesehatan. 

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
juga terrnasuk istri dan anak sesuai clengan kctcn: u;.111 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 



(7) Tata cara pengembalian Rumah Negara dan 
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

(6) Dalam hal Anggola DPRD yang discdiakan rurnuh 11cgc1r.i 

dan perlengkapannya bcrhenti atau bcrakhir musu bn k t i , 
Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikcmba likun 
dalam keadaan baik kcpada Pemerintah Daerah paling 
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau 
berakhirnya rnasa bakti. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD bcrhenti atau bcrakhir rnusa 
bakti, Rumah Negara dan perlengkapannyu scrtu 
kendaraan dinas jabatan wajib dikcrnbalikun du l.un 
keadaan baik kepada Pernerintah Daerah paling 1111111>:1 t I 
(satu) bulan sejak tanggal bcrhenti atau bcrakhirnyu mn sn 
bakti. 

(4) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya scrtn 
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud padn 
ayat (1) dan pemeliharaan Rumah Negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada APBD. 

(3) Pemakaian Rumah Negara clan perlengkapannya sorta 
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pemakaian rumah ncgara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan 
bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan keterituan 
peraturan perundang-undangan. 

( 1) Ru mah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD 
scsuai standar berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 13 

(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas 
dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip 
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 



Rumah Negara dan perlengkapannya serta kcndarnun d inu s 
jabatan sebagaimana climaksud dalam Pasul I:~ scrln 
tunjangan perurnahan dan tunjangan lrnnsporl:1si 
sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dibcrikan 
kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD sccara bcrsarnuau. 

Pasal 16 

(7) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang 
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi. 

(6) Bagi Pirnpinan dan Anggota DPRD yang suarm utnu 
istrinya rnenjabat sebagai Bupati/Wakil Bupat.i t.idnk 
diberikan tunjangan perumahan. 

(5) Bagi suarni dan/ a tau istri yang menduduki jaba tan 
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hunyu 
diberikan satu tunjangan perumahan. 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhit.ung 
mulai tanggal pengucapan surnpah/janji. 

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi 
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkulan 
dapat diberikan tunjangan perumahan. 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
Rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi 
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi. 

Pasal 15 

(2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang 
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
dapat diubah, 

(1) Rumah Negara dan perlengkapannya sorta kcndarunn 
dinas jabatan yang disediakan sebagaimanu dimnk sud 
dalam Pasal 13 tidak dapat discwabclikun , 
digunausahakan, dipindahtangankan, dan j atau diubah 
status hukurnnya. 

Pasal 14 



(3) Kebutuhan minimal rurnah tangga Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 
program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal 
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan Daerah. 

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka 
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
Pimpinan DPRD. 

Pasal 18 

(6) Kctcntuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan 
pcrumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

(5) · Bcsaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh 
melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
trarrspcrtasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. · 

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus 
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi 
Pirnpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas 
jabatan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkun hnr u s 
sesuai dengan standar saluan harga scwa rumnh y;111g 
berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpi11,111 dun 
Anggota DPRD, tidak terrnasuk mebel, bclnnja list rik. .ur. 
gas, dan telepon. 

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asa s kupat.ut an , 
kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat ynng 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan pcr u nclu ng­ 
undangan. 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 15 harus memperhatikan asas kcpatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempal yang 
berlaku, dan standar luas bangunan dan la.han Rumah 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 17 



(5) Dalam hal Pimpinan clan Anggota DPRD diberhentikan 
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa 
pengabdian. 

(4) Pcmbayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang 
bcrsangkutan dibcrhentikan dengan hormat sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan 
uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau 
paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, 
uang jasa pcngabdian sebagaimana dimaksud pada ayat. 
(2) diberikan kepada ahli warisnya. 

d. masa bakti sampai dengan 4 (cmpat) tahun, dibcrikan 
uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang 
representasi; dan 

c. masa bakti sampai clengan 3 (tiga) tahun, dibcrikuu 
uang jasa pengabdian sebcsar 3 (tiga] bul.m u:111g 
re pre sen tasi; 

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, dibcrikun 
uang jasa pcngabdian scbesar 2 (dun) bulnn t1,111~: 

representasi; 

a. masa bakti kurang dari a tau sampai dcngan I (sat u) 
tahun, diberikan uang jasa pengabdian scbcsar (snt.u] 
bulan uang reprcsentasi; 

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pirnpinan 
dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia at.au 
mengakhiri masa baktinya diberikan uang .1asa 
pengabdian. 

Pasal 19 

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 

Bagian Ketiga 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas 
Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan 
belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf c. 

(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah 
tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 



a. prograt, yang terdiri atas: 

1. pen~elenggaraan rapat; 

2. kunjf ngan kerja; 

3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan 
Daerah; 

4. peniJgkatan kapasitas dan profesionalisme sumber 
dayaimanusia di lingkungan DPRD; 

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan 
dan kemasyarakatan; dan 

6. progJam lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan 
wew,nang DPRD; 

b. dana oiperasional Pimpinan DPRD; 
I 

c. pembedtukan kelompok pakar atau tim ah li Alnt 
KelengJapan; 

I 
d. penyed~aan tenaga ahli fraksi; dan 

e. belanjajsekretariat fraksi. 

(2) Belanja p nunjang kegiatan sebagaimana dimaksucl padu 
ayat (1) I disusun berdasarkan rencana kerja yang 
ditetapka1_ sesuai dengan ketent.uan pc rat urnn 
perundanr undangan. 

I 

l Pasal 21 

Program seb4gaimana dimaksud dalam Pasal 20 c1y:II (I) 
huruf a diuraikan ke dalarn bcberapa kegiatan se suui <l<'11g:111 

ketentuan pe1aturan pcrundang-undangan. 

I 

l 
Pasal 22 

(1) Dana oper sional Pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud 
dalam PaJa1 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan 
kepada Kbtua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk 

kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
represent si, pelayanan, dan kebutuhan lain guna 
melancark n pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil 
Ketua DP D sehari-hari. 

IL 

(1) Belanja enunjang kegiatan DPRD disediakan untuk 
menduku g kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang 
DPRD bei pa: 

i 

I BAB III 

BELANJA ENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal20 
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(1) Kelompok pakar atau tim ahli /\lc1t Kclcnglrnp:111 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avnt (I) hu ruf c 
merupakan sejurnlah iertcntu pakar nl.iiu nlili y,11114 
mempunyai kemarnpuan dalarn disiplin ilrnu y,111g s<·s11;li 
dengan kebu tu han pclaksanaan Iu ngsi, I 11g,1s, <1:111 

Pasal 23 

(6) Da11a operasional Pimpinan DPRD tidak cligunaknn uut u k 
keperluan pribadi, kelompok, clan/ atau golougan, d.u l 
penggunaannya harus memperhatikan asas manfuat , 
efektifitas, efisiensi, clan akuntabilitas. 

(5) DaJam hal terdapat sisa dana opcrasional sctcluh 
pelaksanaan kct:entuan pcmberian scbngairnnna 
dimaksud pacla ayat (4) tidak digunakan snrnpai dcng,rn 
akhir tahun anggaran , sisa dana dimaksucl hnru s 
disetorkan ke rekcning kas umum Daerah paliru; lc1111l>,1t 
tanggal 31 Desember t:ahun anggaran bcrkenaan. 

b. 20'% (dua puluh persen) diberikan unt:uk clukungan 
dana operasional lain nva. 

a. 80% (delapan puluh pcrsen) diberikan secara sekaligus 
unt:uk semua biaya atau disebut: lumpsum; clan 

(4) Pembcrian dana opcrasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaku kan sctiap bulan dengan ketentuan: 

dari uang rcprcsentasi Wakil Ketua DPRD. 

J. rcnrlah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali, 

'.2. scdang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau 

l . t:inggi, paling banyak 4 (empat) kali; 

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kernampuan 
keuangan Dae rah: 

dari uang represcntasi Ketua DPRD; 

3. rcndah, paling banyak 2 (dua) kali, 

2. scdang, paling banyak 4 (cmpat) kali; atau 

.1. tinggi, paling hanvak 6 (cnam] kali; 

a. Kctua DPRD, dcngan kelompok kcmarnpuun kni;111g,111 
Dae rah: 

(3) Penganggaran dana operasional scbagaimunn dimuk sud 
pada ayat (1) clan ayat (2) disu su n sccara kolr k tif okll 
Sekret.aris DPRD dcngan kctcntuan scbagai bcriku I: 

(2) Dana operasional sebagaimana pacla ayat (I) dibcrikan 
sesuai dengan kernampuan kcuangan l)ncrnh 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasa] 8 aynL (4). 



(4) Pcngaclaan tcnaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pml,1 
ayat (1) dilakukan scsuai dengan ketcntuan pcraturnn 
perundang-undangan. 

dengan rnemperhatikan st.andar keahlian sesuai 
ketentuan pcrat.uran pcrundang-undangan. 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan kcpu tusan Sekretaris DPRD. 

(3) Kctcntuan mcngenai besaran kompensasi tenaga ahli 
fraksi diat:ur dalarn Peraturan Bu pati dengan 

memperhatikan standar kcahlian, prm stp 
clan scsuai clengan kernampuan keuangan 

dcngan 
disir.nsi, 
Dncrah. 

( 1) Tenaga ahli Iraksi scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 
aya: (I) huruf rl mcrupakan t:enaga ahli yang disediakan l 
[sat.u] orang untu k setiap fraksi dan mernpu nvai 
kemarnpuan dalnm clisipJin ilmu t:ert:en tu ynng 
mend u kung tu gas Iraksi serta diberikan kompcnsasi 

Pasal 24 

(6) Pengadaan kclompok pakar atau tim ahli /\l:11 
Kelcngkapan scbagairnana climaksud pada ayat (I) 
dilakukan sesuai dcngan kctentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(5) Ketentuan mcngcnui bcsaran kornpcnsusi kclompok p;1k:1I' 

atau t.im ahli 1\lat Kclcngkapan diatur clulnm l'cr:il urun 
Bupati dengan mcmpcrhntika» sturular kC'..1hli:1n s<·s11;11 

dengan ketentuan pcrn tu n.111 pcru nda ng-uIHl,111g:111: 

(4) Pembayaran kompensasi bagi kclompok palrnr ,l1,1t1 I im 
ahli Alat Kelengkapan didasarkan pada kchadirnn scs11;1i 
dengan kebutuhan DPRD atau kcgiatan i crtcntu l>l'l~I> 
dan dapat dilaku kan dcngan hargn satunn 01·;111g/ Ii; 1 l'i 
atau orang/bulan. 

(3) Kelompok pakar at:au tim ahli Alai. Kelengkapan <li:111glrnt 
dan diberhentikan dengan keputusan Sckrctaris l>l'l,!I > 
sesuai dengan kebu tuhan sebagaimana d imaksud pc1cl,1 
ayat (1) dan sesuai dengan ketcnt.u an scbagairnanu 
dimaksud pada ayat (2). 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli Alai. Kelungkapar: 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling hanvak :1 
(tiga) orang untuk setiap J\lat Kelengkapan. 

sesuai dengan kebu tuhan DPRD atas usu I anggota, 
pimpinan fraksi,dan/atau pimpinan Alat. Kelengkapan. 



(I) Pim pi nan atau Anggota DPRD yang dibcrhcntikan 
scmcntara oleh pejabat yang berwenang sesuai dcngan 
keten tuan peraturan perundang-undangan tetap 
dibcrikan hak keuangan dan administratif berupa uang 
rcpresentasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunianzan 

KI?:Tl~NTUAN LAIN-LAIN 

F3AD V 

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 

(2) Pengclolaan anggaran bclanja DPfxD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dcngan 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(1) Penghasilan, iunjangan kcscjahtcraan, t.1.111g .i.1s;1 
pengabdian Pimpinan clan Anggot.c1 DPl~I ), snln IH'l:111.i:1 
penunjang kegiaian DP!~!) rncru pnkan ,mggar:111 IH'l:111,i,1 
DPRD yang d iformulnaikan kc dnlnm rcnc,111:1 kc1:ja d:111 
anggaran · satu H n kcrju pcm 11glrn t. <In era Ii Sl'I, n· 1 ;i ri; 1 I 
DPRD sorta diu rnikan kcdalam jcn is l>cln11j:1 scsl1,11 
dcngan ketcntuan pcraturan pcrundang-undangnn. 

Pnsal 26 

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTl~ATIF PIMPINAN 1)/\N 
ANGGOTA DPRD 

BAl31V 

(4) Penyediaan anggaran meliputi pernenuhan kchu t u hun 
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapa: lrak si 
yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sckrct;1ri;1I 
DPRD dengan rnernpcrhatikan prin sip cfisicnsi, cf'cklil'il;is, 
dan kepatu tar •. 

(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat 
DPRD clan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan dan tidak tcrrnasu k 
sarana mobiJit:as. 

(2) Bclanja sekretariat Iraksi terdiri atas penyediaan sarana 
dan anggaran. 

(I) Bclanja sckrctariat fraksi scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat ( l) huruf e dibiayai dari anggaran 
Sckretariat DPRD scsuai dengan kebutuhan DPRD dan 
scsuai dcngan kcmampuan keuangan Daerah. 

Pasal 25 



DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGOi 
UTA RA (3/2017) LEM BARAN DAERAH KABUf 

130LJ\J\NG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR. ... 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrin tuh kuu 
pengundangan Peraturan Dacrah ini dcngan pcncmpatunuvn 
dalarn Lernbaran Daerah Kabupatcn Bolaang Mongondow. 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pad» t.nngg:11 
diundangkan. 

Pasal 29 

J>adn saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Dacrah Nomor 04 Tahu n 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Prot:okoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Bolaang Mongondow, sepanjang mengatur 
mcngcnai hak keuangan dan adrninistratif Pirnpirian clan 
Anggota DPRD d icabu t clan dinyatakan tidak be rla k u. 

Pasal 28 

Kl~TENTU/\N PENUTUP 

HAH VI 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sernentara lcbih 
dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas 
Pimpinan DPRD olch pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pclaksana t.ugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak 
kcuangan dana dministratif yang dipersarnakan dengan 
Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhit:ung mulai 
ianggal I (sat.u) bulan bcrikutnya. 

beras, jaminan kcschatan, dan jarninan kcmatinn scs11:11 
dengan ketcntuan pcraturan pcrundang-u ndangan. 



kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun ym1g 

"pajaknya" adalah pajak a tns 

dengan pekerjaan, jasa, ntau 

Yang dimaksud dengan 

penghasilan sehubungan 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Pasal 1 

ll. PASAL DEMI PASAL 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, mengakibatkan beberapa ketentuan yang 

berkaitan dengan jumlah pembayaran dan pemberian Iasilitas per lu 

disesuaikan melalui Peraturan Daerah ini. 

Kabupaten Bolang Mongondow sebagai daerah otonom mempunyai 

tugas yang sama dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berusaha 

untuk mcningkatkan kesejahtcraan seluruh masyarakatnya. Agar tugas 
clan fungsinya dapat dijalankan dengan baik maka Pimpinan dan Anggota 

DPRD perlu clibcrikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan yang 

baik. Bcrbagai fasilitas ini terrnasuk Rumah Negara dan kendaraan dinas 

scrta bcbcrapa jenis tunjangan yang persentasenya diatur dalam 

ketentuan batang tubuh Peraturan Daerah ini. 

DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat daerah dalarn 

pcnyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang besar, terutama dalam membawa kepentingan masyarakan 

dalarn setiap pengarnbilan keputusan dalam rangka menjalankan 

Pemerintahan Daerah. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 
RAN CAN GAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN .ADMINISTRATIF PIM PI NAN DAN ANGC10T/\ 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

. -- . ------------. ------------ 



Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kcsehatan yang 
bertujuan untuk mengetahui status kesehatan"adalah medical 
check up. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayal (2) 

Cukup jelas. 

Ayat ( 1) 

Pasal l O 

Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk lunjangan 
istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang· memiliki istri/suami dan anak ynng snh 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (1) 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• 



Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jclas. 

Ayat (2) 

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai 
pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku 
atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatanDPRD. 

Ayat (1) 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pirnpinan dan 
Anggota DPRD secara bersamaan"adalah bahwa jika Lelah discdiakun 
dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rurnah negara dun 
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak d apnt 
diberikan tunjangan perumahan dantunjangan transportasi, bcgit.u 
pula sebaliknya. 

Pasal 17 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jclas. 

Ayat (4) 



Cu ku p jelas. 

o- 

Pasal26 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cu ku p jelas, 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cuku p jelas. 

Ayat (4) 

Cu ku p jelas. 

Ayat. (3) 

Cukup jelas. 

Ay,11 (2) 

Yang dimaksud dcngan "kcbu t:uhan lain" an tara lain u n tu k 
mcngiku tl upacara kcncgaraan, u pacara peringatan hari jrnli 
daerah, pclant:ikan pcjabat daerah, melakukan koordinasi clan 
korisu ltusi kcpada kcpala dacrah, musyawarah pirnpirian 
dacrah, clan tokoh masyarakat, mcnjadi juru bicara DPI~J) <inn 
pcrnbcrian hantuan kcpada masyarakat:/kelompok masyarnknt 
yang sifatnva insidcntal. 

Yang dirnaksud derigan "pelayanan" antara lain u nt.u k 
pelayanan, keamanan, clan t.ransportasi guna mendukung 
kelancaran t.ugas ketua DPRD clan wakil ketua DPRD. 

Yang dirnaksud dcngan "rcprcscntasi" anrnrn lnin 
menyarnpaikan berbagai informasi dan permasalahan y,mg :id;1 

di masyarakat., mclaksanakan clan mcnsosialisaaiknn 
kcbijakan DPRD kepada seluruh Anggot:a DPRD. 

Ayat ( 1) 

Pasal 22 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANCi MONC,OND< >W 
TAHUN 2017 NOMOR ..... 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal27 

- r 


